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S.0.P PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

UU Nomor 3 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
3. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standard
Operation Procedure);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
*  Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
7. Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 tentang SOP;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor:
9.  144/KMAJSK/I2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
10.  026/KMA/SK/II/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-
11, 144/KMA/SKVIIIF2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;
Buku I Mahkamah Agung RI tentang Pedoman
12. Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

1. 1. Sirata Satu (S1)

2. 2. SLTA/Sederajat

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 1. Komputer dan Jaringan
2.  SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 2. Alat Tuies Kontor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada
penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat.
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